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ABSTRAK

Penelitian ini l-rertujuan untuk menganalisis kinerja pegar.vai pada Bagian

Fasilitasi Penl.eienggaraan dan Pengar,vasan di Sekretariat Kota Palembang. Kinerja

pegarvai merupakan iaktor penting dalam menentukan ef'ektivitas dan efisiensi

pelal'anan adrninistrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan deskriptif'dengan teori Schullar & Siusan.1992, teknik pengumpulan data

rnelalui obsen,asi, wa\vancara. tlan dokurrrentasi. Fiasil analisis nrenun-iuklcan bahrva

kiner,ia pegarvai dipengarr"rhi oleh beberapa f'aktor, antara lain konrpetensi"

kedisiplinan. motivasi. dan lingkungan kerla. Secara umum, kinerja pegawai surdah

berada pada kategori cukup baik. namun masih terdapat beberapa aspek yang perlr"r

ditingkathan. terutama dalanr hal kecepatan pent,elesaian tugas dan koordinasi

antarunit. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan berkala, peningkatan

sistem evaluasi kinerja" serta penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusil'untuk

mendukung peningkatan kinerja pegawai sccara herkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja pegaw-ai, fasilitasi, penga\r,asan, sekretariat, Palembang
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Nagara yang kedaulatannya ada 

ditangan rakyat, dimana hal ini memberikan makna bahwa dalam pelaksanaan suatu 

negara menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau perwakilan. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang 

membahas tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat 

kemitraan. Menurut konstitusi sendiri keberadaan Pemerintah Daerah dan DPRD 

merupakan lembaga pemerintahan yang keduanya sendiri disahkan oleh negara.  

Kedudukan kerja yang setara tidak hanya memiliki makna kesetaraan dalam hal 

otoritas namun semesitinya juga setara dalam bentuk hal tanggung jawab serta 

kapasitas dalam memastikan suatu proses pemerintahan serta pembangunan berjalan 

dengan baik. Mereka tidak saling mengontrol, hal ini tercermin dengan diteteapkannya 

pedoman daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Kedudukannya merupakan unsur 

penganggaran pemerintahan daerah, posisi DPRD dalam suatu pemerintahan daerah 

memegang tiga peranan penting yaitu legislasi, anggaran, serta pengawasan. Legislasi 

ialah merancang kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya suatu pelayanan 

publik yang baik serta sesuai pada standar. Sedangkan fungsi budgeting atau anggaran 

ialah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sudah sesuai atau tepat sesaran, 

efisien baik pada segi jumlah maupun segi waktu. Pengawasan sendiri ialah suatu 

fungsi yang bertujuan melakukan monitor serta evaluasi dalam pelaksanaan peraturan 
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daerah dan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan peran serta fungsi tersebut 

DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang mana hal ini tertuang pada UU No. 23 

Tahun 2014 yang membahas mengenai Pemerintahan daerah, Pasal 209 yang 

menjelaskan bahwa salah satu lembaga daerah pendukung DPRD ialah Sekretariat 

DPRD.  

Sekretariat DPRD atau yang sering dikenal sebagai Sekretariat Dewan ialah 

suatu organisasi besar dan kompleks yang membantu anggota Dewan agar tidak 

bekerja sendiri. Dikutip dari (Tarigan & Ginting, 2020) Anggota Dewan dalam halnya 

DPRD harus didukung pihak lain yang dalam hal ini merupakan Sekretariat Dewan 

yang memiliki keterampilan serta keahlian yang tidak dapat ditandingi oleh 

perwakilan nasional dalam hal teknis praktis yang dimiliki, hal ini tentunya sangat baik 

dalam mencapai tujuannya secara maksimal. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 yang membahas terkait Organisasi Daerah, pada Pasal 31 yang mengatur 

bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan dan 

keuangan serta menyediakan tenaga profesional yang diperlukan dalam mendukung, 

menyediakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .  

Selain itu hal ini juga ditegaskan pada Pasal 67 pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2018 yang membahas tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pengelola Rencana 

Kerja DPRD dalam Bentuk Program atau Daftar Kegiatan TA Pimpinan DPRD akan 

menyampaikan rencana kerja DPRD pada Sekretaris DPRD untuk disetujui. Lalu hasil 

pemungutan suara rencana kerja DPRD akan disampaikan pada pimpinan DPRD 

untuk dibahas dalam rapat paripurna.  
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Dari peraturan pemerintah tersebut, peran kunci Sekretariat DPRD dalam 

mendukung kinerja DPRD terlihat sangat jelas (Indartini et. al., 2019). Keberadaan 

Sekretariat Dewan merupakan bagian integral dari pemerinth baik kabupaten maupun 

kota yang keberadaanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila 

membicarakan kinerja DPRD (Rizka Hidayanti, 2020).  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2) dan ayat 

(3), sekretariat DPRD Kabupaten atau Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota yang 

diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan 

DPRD Kabupaten atau Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara 

teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD 

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

Dengan posisi yang penting di dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah, 

sekretaris DPRD sebagai bagian dari aparatur sipil negara perlu memiliki kepekaan 

politik dan profesional dalam mendukung hubungan kerja Pemerintah Daerah dan 

DPRD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi 

DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat. 

Siagian (2008) menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan memiliki fungsi 

administratif yang sangat penting, yaitu mendukung DPRD agar dapat melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dengan efektif dan efisien. Ia menekankan bahwa administrasi 

yang baik merupakan tulang punggung bagi keberhasilan sebuah 

organisasi. Sekretariat Dewan sebagai pejabat struktural bertanggung jawab dalam 

mendukung penganggaran fungsi DPRD, termasuk pengelolaan dokumen resmi, 
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pengaturan sidang, dan fasilitasi komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Peran ini 

memastikan bahwa hubunga antar lembaga dapat berjalan harmonis (Widjaja, 2002). 

Sedangkan Moenir (1995) nmenggaris bawahi pentingnya pelayanan prima dari 

Sekwan untuk mendukung kelancaran tugas DPRD. Menurutnya, pelayanan 

administratif yang baik mencerminkan kinerja organisasi pemerintah Sekretariat 

DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap 

tugas dan fungsi DPRD.  

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan 

tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.Adapun 

Sekretariat DPRD menyelengarakan fungsi yaitu penganggaran adminitrasi 

kesekretariatan DPRD, penganggaran administrasi keuangan DPRD, fasilitasi 

penganggaran rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup tugasnya. Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian umum, bagian hukum 

dan persidangan, bagian keuangan, dan bagian fasilitasi tugas fungsi pengawasan dan 

penganggaran. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Bagian fasilitasi tugas fungsi 

pengawasan dan penganggaran. Fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat 

kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar 

pendapat umum dan pengaduan masyarakat. yang profesional dan akuntabel.  
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Maka berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Sekretariat Dewan dituntut 

untuk memberikan sebuah pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam 

mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat. 

Melihat kedudukan, tugas, dan fungsi dari Sekretariat Dewan tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa Sekretariat Dewan memiliki peranan yang sangat penting dan turut 

menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD, yang artinya bahwa efektifitas 

dalam pelaksanaan dan fungsi sekretariat dewan dapat menjadi penentu terkait 

efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten ataupun kota di 

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau 

badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem 

pemerintahan demokrasi di daerah, sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 UUD 

1945 dan penjabarannya lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintah daerah. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan 

lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya 

pemerintahan juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

Dalam hal mewujudkan Sustainability Development Goals (SDGS) tentunya 

kebaradaan DPRD juga menjadi salah satu penunjang dalam mewujudkan salah satu 

dari indikatornya yaitu pada point ke 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan 

yang tangguh. Sustainbility Development Goals (SDGS) merupakan salah satu agenda 

Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda internasional yang sudah 

dimulai pada tahun 2015. Suistainbility Development Goals (SDGs) dipelopori oleh 
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perserikatan bangsa bangsa (PBB) (Irawan et al., 2021). Sebagai bagian dari entitas 

global dan nasional, Pemerintah Kota Palembang memastikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud 

pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi SDGS 

pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kota Palembang Tahun 2024-2026. 

Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah bertugas dalam membuat 

peraturan daerah (Perda), mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan memastikan 

akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGS 16 yang 

mendorong keberadaan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Kaitan Indikator 

pada poin 16 ialah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga 

di semua tingkat serta Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, 

partisipatif, dan representatif. Hal ini dapat dilihat Melalui fungsi pengawasan DPRD, 

kebijakan yang diskriminatif atau tidak berpihak pada masyarakat rentan dapat 

dikritisi dan diperbaiki. Tentunya untuk mewujudkan peran serta fungsi DPRD hal 

yang perlu diperhatikan salah satunya ialah kinerja pegawainya.  

Kinerja pegawai di sektor publik, baik pada level nasional, lokal, maupun 

daerah, merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, terdapat berbagai isu yang 

memengaruhi pola kerja pegawai sektor publik di berbagai tingkatan, yang kemudian 

berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pegawai adalah suatu 

proses yang dikerjakan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan sesuai dengan 

bidang yang dikerjakannya. Kinerja dapat diartikan pencapaian sebuah tugas, dimana 

pegawai dalam bekerja sesuai dengan program kerja organisasi. Dalam permasalahan 

untuk mendorong kinerja pegawai yang optimal instansi dapat melihat dari segi 
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kompetensi pegawai. Adapun lima aspek dalam menilai kinerja pegawai yang 

dikemukakan oleh T.R Mitchell yaitu kualitas kerja (Quality of work), Ketepatan 

waktu (Promptnes), Inisiatif (Initiative), Kapabilitas (Capability), Komunikasi 

(Communication) . 

Dalam hal Sekretariatan DPRD Kota Palembang merupakan perangkat daerah 

Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris DPRD Kota 

Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2022 tentang 

kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD 

Kota Palembang. Dikutip dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 

2024-2026 pada tahun 2022 jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Palembang 

sebanyak 56 orang Pegawai ASN dan 70 orang pegawai Non ASN adapun komposisi 

yang dikelompokkan jenjang pendidikan dijabarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1. S2 25 

2. S1 26 

3. D3 1 

4. SMA 4 

5. SMP - 

Jumlah 56 

Sumber: Data Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-2026 

Dikutip dari Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024 

Sasaran kinerja sekretariat DPRD Kota Palembang sendiri ada dua yaitu meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatnya pelayanan terhadap 

DPRD sesuai SOP. Berikut merupakan capaian indikator kinerja utama tahun 2023 

Sekretariat Utama Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 
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Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja 

No

. 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

kinerja 

Target 

Tahuna

n 

Target 

Akhir 

Renstr

a 

Realisa

si 

Capai

an 

Keterangan  

1. Meningkat

knya 

kapasita 

dan 

akuntabilit

as kinerja 

birokrasi 

% Nilai 

SAKIP 

100% 100% 100% 100.0

0 

Persentase 

keberhasilan 

dan 

kegagalan 

pelaksanaan 

misi 

organisasi 

dalam 

mencapai 

sasaran 

tujuan yang 

telah 

ditetapkan 

melalui 

sistem 

pertanggung 

jawaban 

secara 

periode 

2. Meningkat

nya 

pelayanan 

terhadap 

DPRD 

sesuai SOP 

Indeks 

kepuasan 

100% 100% 100% 83.6 Data 

informasi 

tentang 

tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

yang 

diperoleh dari 

hasil 

pengukuran 

secara 

kuantitatif 

dan kualitatif 

atas pendapat 

masyarakat 

dalam 

memperoleh 
pelayanan 

dari aparatur 

penyelenggar

a pelayanan 

publik 

Sumber: Data Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2023 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi anggaran 

tahun 2023 telah menunjukkan pencapaian yang mendekati target, masih terdapat 

peluang untuk meningkatkan efisiensi kinerja sekretariat DPRD guna untuk 

meningkatkan efisiensi kinerja ke depan.  

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut: 

  

Sumber: Data Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 

2023 

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan realisasi anggaran kinerja tahun 

2023 menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dengan beberapa pos anggaran yang berhasil dialokasikan secara optimal untuk 

mendukung pencapaian kinerja kedepan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan atau pencapaian 

target kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu 

indikator kinerja sama dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan sehingga indikator 

Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023 
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tersebut dapat direalisasikan dan antara kegiatan dengan indikator kinerja sesuai 

dengan target renstra. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, ada 

pula beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap belum berhasilnya 

pelayanan, yakni terdapat perbedaan indikator kegiatan, pemuatan beberapa kegiatan 

dalam renstra perangkat daerah belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam 

APBD, indikator dan target. Dari realisasi anggaran tersebut terlihat bahwa masih 

diperlukannya penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

Sekretariat DPRD Kota Palembang baik secara kuantitas maupun kualitas demi 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan 

anggaran di Sekretariat DPRD Kota Palembang di masa mendatang. 

Dikutip dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-

2026 serta pra observasi yang dilakukan peneliti bahwa adanya akar masalah yang 

menjadi penghambat dari pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu 

masih banyaknya persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Adanya program 

serta kegiatan yang dilaksanakan masih belum sejalan dengan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja, sehingga hakikatnya tujuan tersebut masih belum optimal. 

Ketidakoptimalan ini untuk meminimalisir seefisien mungkin untuk program serta 

kegiataan pada periode mendatang yang nantinya apabila sesuai dengan tujuan maka 

akan memberikan dampak pada menilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi.  

Analisis kinerja pegawai merupakan salah satu alat manajerial yang penting 

dalam mengelola sumber daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja 

ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu atau kelompok 

pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai yang baik tidak hanya 

mencerminkan produktivitas yang tinggi, tetapi juga mencakup aspek lain seperti 
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efisiensi, kualitas pekerjaan, serta kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi 

organisasi. Oleh karena itu, analisis kinerja pegawai berperan penting dalam menjaga 

keberlanjutan dan perkembangan organisasi.Analisis kinerja merujuk pada proses 

evaluasi dan pengukuran sejauh mana suatu organisasi, sistem, atau individu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk menentukan efektivitas, 

efisiensi, dan hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Dalam konteks organisasi, 

analisis kinerja bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang ada digunakan 

secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Kinerja pegawai yang baik tidak hanya mencerminkan produktivitas yang tinggi, 

tetapi juga mencakup aspek lain seperti efisiensi, kualitas pekerjaan, serta kontribusi 

terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, analisis kinerja pegawai 

berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan organisasi.Analisis 

kinerja merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran sejauh mana suatu organisasi, 

sistem, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk 

menentukan efektivitas, efisiensi, dan hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan. 

Dalam konteks organisasi, analisis kinerja bertujuan untuk menilai apakah sumber 

daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam 

upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. analisis kinerja pegawai yang 

mendukung fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat 

penting. Pegawai yang bertugas dalam fasilitasi DPRD memiliki peran krusial dalam 

mendukung kelancaran fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan 

oleh DPRD. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, logistik, serta komunikasi 

antara anggota DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya 
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Namun, seringkali terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kinerja pegawai 

fasilitasi ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tantangan ini meliputi beban kerja 

yang tinggi, kurangnya sumber daya, hingga kebutuhan akan pelatihan dan 

pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan analisis kinerja yang 

komprehensif, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta strategi 

untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, analisis ini 

bertujuan untuk menilai sejauh mana pegawai fasilitasi DPRD memenuhi tugas dan 

tanggung jawab mereka, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, 

serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil analisis ini akan 

memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 

Sekretariat DPRD Kota Palembang merupakan unsur pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, seharusnya pegawai sekretaria DPRD Kota Palembang mampu 

menunjukkan kinerja yang optimal sehingga tugas dan fungsi DPRD akan berjalan 

secara optimal juga baik pelaksananaan fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran maupun 

fungsi pengawasan.  

Salah satu bagian dari Sekretariat DPRD Kota Palembang adalah Bagian 

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Berdasarkan Peratuan Walikota Palembang 

Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Тата Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daeraн Kота Palembang, 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian 

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkedudukan dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Adapun Kepala Bagian Fasilitasi 

Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris DPRD dibidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.  

Kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi fasilitasi sangat menentukan 

efektivitas penganggaran tugas pengawasan oleh anggota DPRD (Rachman, 2021). 

Upaya peningkatan kualitas layanan pada bagian ini sangat penting dilakukan agar 

Fungsi fasilitasi tersebut bisa berjalan secara efektif yang meliputi penyediaan 

dukungan administratif, teknis, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan tersebut. Oleh karena itu adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan 

Pengawasan Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan dukungan yang 

optimal agar fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

Namun, terdapat indikasi bahwa peran pegawai di Sekretariat DPRD belum 

sepenuhnya optimal, ditunjukkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber 

daya manusia, kurangnya pelatihan khusus, dan kendala komunikasi antar lembaga 

(Surya, 2022).  

Berdasarkan hasil observasi pada bagian Fasilitasi adalah Bagian Fasilitasi 

Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Palembang, ada beberapa masalah yang 

dijumpai pada pelaksanaan tugas fungsinya antara lain :  

Masalah pertama yaitu kuantitas kinerja. Kuantitas kinerja yang terdapat di 

DPRD Kota Palembang jumlah pekerjaan yang diselesaikan pegawai dengan kurun 

waktu tertentu sedangkan dengan waktu ditetapkan pegawai belum menyelesaikan 

perkerjaan jadi pekerjaan semakin menumpuk. Berikut hasil wawancara dengan 

kepala bidang bagian fasilitasi DPRD kota Palembang : 

“Untuk masalah kuantitas pekerjaan memang masih sering sedikit 

terkendala karna jumlah pekerjaan yang diselesaikan pegawai dalam 
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kurun waktu tertentu, Pegawai sering kali dihadapkan pada volume 

pekerjaan yang tinggi sedangkan jumlah pegawai terbatas,Terutama 

saat adanya sidang sidang penting”. (wawancara pada 17 februari 

2025, Bapak Desthriansyah)  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk kuantitas pekerjaan dapat 

disimpulkan bahwa jumlah pekerjaan yang banyak tetapi jumlah pegawai terbatas 

sehingga munculnya masalah pekerjaan ada yang terbengkalai karna pekerjaan 

menumpuk tetapi jumlah pegawai sangat sedikit. 

Masalah kedua yaitu kualitas pekerjaan. Masalah kualitas pekerjan yang ada di 

DPRD Palembang kualitas kinerja masih sangat sangat minim karna dilihat jarang 

adanya pekerjaan jadi pegawai datang ke kantor hanya beberapa jam sedangkan waktu 

yang semestinya tidak seperti itu. Berikut hasil wawancara sama orang yang sama 

yaitu (Bapak Desthriansyah,pada 17 februari 2025) 

“iya disini memang lumayan santai karna jarang ada pekerjaan jadi 

kadang datang hanya sebentar untuk absen sebentar karna kerjaan 

menumpuk hanya ada di waktu tertentu seperti sidang sidang atau ada 

kunjungan kerja” (wawancara 17 februari 2025) 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk masalah kualitas pekerjaan Dari 

hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap mutu pekerjaan 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan itu kurang terlaksana seperti jam kerja 

yang ditetapkan seharusnya jam 8 pagi – 4 sore sedangkan ada sebagaian pegawai 

datang hanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 orang. 

Masalah ketiga yaitu ketepatan waktu. Masalah ketepatan waktu yang ada di 

DPRD Kota Palembang masalah pada penyelesaian tugas tugas tertentu karna seperti 

yang kita ketahui berekaitan dengan masalah kualitas pekerjaan karna pegawai hanya 

beberapa jam berada di kantor jadi banyaknya tugas tugas yang terbengkalai. Berikut 

hasil wawancara dengan bapak desthriansyah  
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“untuk jangka waktu penyelesaian tugas tugas memang ada tenggat 

waktu yang disediakan tetapi kadang masih banyak pegawai yang masih 

belum menyelesaikan tugasnya”  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan untuk ketepatan waktu 

yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.Ketepatan waktu merupakan aspek krusial 

dalam analisis kinerja pegawai fasilitasi DPRD. Ketepatan waktu merujuk pada 

kemampuan pegawai untuk menyelesaikan tugas tugas mereka sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan. Dalam konteks fasilitasi DPRD, dimana agenda dan keputusan sering 

kali memiliki batas waktu sangat mempengaruhi aktivitas operasional. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis kinerja 

pegawai yang akan dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian misalnya 

(Hadriansyah et al., 2021) Meneliti “Peranan pegawai sub bagian fasilitasi 

penganggaran pengawasan sekretariat DPRD kabupaten Tanah kumbua” dapat 

mengetahui bagaimana prosedur pelaksana fungsi sub bagian fasilitasi penyelenggaran 

dan pengawasan, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja (Kusumawardani, 

et al., 2024). Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sekretariat 

DPRD Kabupaten Situbondo yang terdiri dari tugas utama, pola perilaku,bagian suatu 

fungsi dan hubungan sebab akibat dalam pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD (S. 

Prasetyo & Pramono, 2024) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam 

pengawasan kebijakan daerah studi kasus kantor DPRD Kabupaten Buton 

menunjukkan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah melalui 

proses diantaranya yaitu penyusunan anggaran dan belanja daerah (Veronika & 

Yustinus 2023 ). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD dalam 

menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat 

penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan 
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kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat memfasilitasi 

aspirasi masyarakat dikota banjar (Maharani, et al., 2023)  

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tujuan penulis untuk 

mengangkat tema “Analisis Kinerja Pegawai Bagian Fasilitasi Penyelenggaran Dan 

Pengawasan Pada Sekretriat DPRD Kota Palembang” adalah dari penelitian ini 

berfokus pada peranan kinerja pegawai fasilitasi dalam mendukung penganggaran 

pengawasan di Sekretariat DPRD Kota Palembang untuk menganalisis bagaimana 

peran kinerja pegawai dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan sebelumnya bagaimana kinerja pegawai fasilitasi pada penganggaran 

pengawasan Sekretariat DPRD Kota Palembang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja pegawai fasilitasi pada penganggaran Pengawasan 

Sekretariat DPRD kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian analisis kinerja pegawai memberikan manfaat yang luas bagi 

mahasiswa dan pegawai itu sendiri. Bagi pegawai DPRD kota Palembang, hasil dari 

penelitian ini meningkatkan kinerja kerja. Secara keseluruhan, analisis kinerja pegawai 

yang dilakukan secara objektif dan sistematis dapat berkontribusi pada keberhasilan 

jangka panjang organisasi, baik dalam hal operasional, keuangan, maupun pengelolaan 

sumber daya manusia. 
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